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Abstract
This research aims to explore the suitability of ijarah practices in the context of paperwork gambling with sharia principles that emphasise justice, honesty, and transparency, as well as its implications for the provisions of positive law applicable in Indonesia. This article discusses the law of ijarah in relation to the services of paper cribbing in lectures, and analyses it from the perspective of sharia economic law and positive law in Indonesia. Ijarah, as a lease contract in Islamic law, is applied in a variety of transactions, including gambling services that provide assistance to students in completing academic assignments, such as writing papers. The method used is a normative study with a comparative approach between the norms of Islamic economic law and positive legal regulations. The results of the study show that the practice of writing paper gambling tends to violate sharia principles, especially related to academic honesty and the potential for fraud. In addition, in Indonesian positive law, this practice also contradicts regulations regarding plagiarism and academic integrity. Thus, this article suggests the need for stricter regulations related to ijarah in academic writing services in order to create an educational environment that is fair and in accordance with applicable legal principles.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggali kesesuaian antara praktik ijarah dalam konteks perjokian karya tulis dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artikel ini membahas perihal hukum ijarah terkait dengan jasa perjokian karya tulis dalam perkuliahan, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Ijarah, sebagai akad sewa-menyewa dalam hukum Islam, diterapkan dalam berbagai transaksi, termasuk jasa perjokian yang memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik, seperti penulisan karya tulis. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan perbandingan antara norma-norma hukum ekonomi syariah dan regulasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian karya tulis cenderung melanggar prinsip syariah, terutama terkait dengan kejujuran akademik dan potensi penipuan. Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, praktik ini juga bertentangan dengan regulasi mengenai plagiarisme dan integritas akademik. Dengan demikian, artikel ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih tegas terkait dengan ijarah dalam jasa perjokian akademik agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
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PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang sempurna dan ajaran yang diwahyukan untuk mempermudah hubungan antara Tuhan dan hamba-Nya. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam diantaranya seperti ilmu muamalah, yang mengatur interaksi antara individu dengan hak dan kewajiban mereka, guna memenuhi kebutuhan masing-masing.[footnoteRef:1] Al-Qur'an menjelaskan hal ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:[footnoteRef:2] [1:  Abdul Munib, ‘HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)’, Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman, 5.1 (2018), pp. 72–80, doi:10.31102/alulum.5.1.2018.72-80.]  [2:  ‘Quran.Nu.Online/Al Baqarah’.] 

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ
Artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)
Ayat ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Beberapa bentuk muamalah yang ada antara lain: jual beli, khiyar, mukhabarah, muzara'ah, musaqah, ariyah, utang piutang, syirkah, ijarah, dan sebagainya.[footnoteRef:3] [3:  Andi Susanto and others, ‘Akad Ariyah Terhadap Bolpoin Yang Berkurang Substansinya Perspektif Hukum Islam’, KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3.2 (2023), pp. 75–091 ] 

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, aktivitas jual beli tidak terbatas hanya pada transaksi barang, tetapi juga melibatkan transaksi jasa. Di bidang pendidikan, tujuan utama yang harus dicapai oleh seorang mahasiswa adalah menyelesaikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis, seperti tesis, skripsi, atau disertasi, yang sesuai dengan program studi yang diambil. Selain itu, karya ilmiah yang umum ditulis oleh mahasiswa harusnya dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri, yang memiliki tanggung jawab atas tugas tersebut. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul fenomena penggunaan jasa joki untuk menyelesaikan tugas ilmiah, yang menjadi masalah dalam dunia pendidikan.[footnoteRef:4] [4:  M S I Syaifudin and M K Al-Asror, ‘Joki Karya Ilmiah Perspektif Hukum Islam’, Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum …, 3 (2024), pp. 27–36 ] 

Salah satu jenis transaksi jasa yang menarik untuk dianalisis yang sedang marak terjadi pada saat ini seperti jual beli jasa perjokian, yang belakangan ini sering menjadi sorotan dalam berbagai aspek, baik dari sudut pandang sosial, ekonomi, maupun hukum. Secara umum, perjokian merujuk pada praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil suatu keputusan atau seleksi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai "joki", yang memperoleh keuntungan finansial dari layanan yang diberikan.
Di berbagai sektor, seperti pendidikan, politik, dan lainnya, praktik jual beli jasa perjokian sering dijumpai di Indonesia. Meskipun praktik ini mungkin dianggap sebagai cara untuk mempercepat pencapaian hasil tertentu dalam beberapa kasus, namun dari segi hukum dan etika, jual beli jasa perjokian sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam konteks hukum positif maupun prinsip ekonomi yang lebih luas, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah.[footnoteRef:5] [5:  Syaifudin and Al-Asror.] 

Annisa dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kebanyakan alasan mahasiswa menggunakan joki skripsi dikarenakan kesibukan lain seperti bekerja.  Dan berdasarkan tinjauan hukum Islam telah jelas bahwa haram hukumnya menggunakan jasa joki skripsi dikarenakan tidak sesuai dengan syarat ijarah.[footnoteRef:6] Hal tersebut senada dengan ungakapan Ahmad dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad yang timbul dari praktik jasa joki tugas ini adalah akad ijarah. Namun, penggunaan objek akad dari praktik jasa joki tugas ditujukan dengan memuat unsur kebohongan dan kecurangan akademik yang tentu menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad. sehingga dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Penyedia dan pengguna jasa joki tugas sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, oleh karena itu sikap tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang akan diterima merupakan solusi dari adanya praktik jasa joki tugas ini.[footnoteRef:7] Menelisik dari pandangan hukum positif, Hari sutra (2021) mengatakan bahwa Self-plagiarism dapat dianggap sebagai pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan penulis harus tetap mencantumkan sumber atas karya ilmiah ciptaannya sendiri. Hukum positif di Indonesia tidak banyak yang mengatur mengenai self-plagiarism secara spesifik, namun perilaku self-plagiarism ini termasuk dalam tindakan plagiarisme sehingga bisa ditindaklanjuti melalui jalur hukum, baik pidana maupun administratif, meskipun hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai self-plagiarism.[footnoteRef:8] [6:  Zulhasari Mustafa2 Annisa M1*, ‘Fenomena Praktik Joki Skripsi Pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 6.2 (2019),. ]  [7:  Winda Fitri and others, ‘KONSEKUENSI PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA JOKI TUGAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 7.2 (2023), doi:10.33650/jhi.v7i2.6160.]  [8:  Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, ‘Self-Plagiarism Dalam Dunia Akademik Ditinjau Dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia’, Legalitas: Jurnal Hukum, 13.1 (2021), p. 1, doi:10.33087/legalitas.v13i1.236.] 

Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan hukum Islam, mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), serta kejujuran dalam setiap transaksi.[footnoteRef:9] Dalam konteks ini, jual beli jasa perjokian menjadi permasalahan karena dapat mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, dan manipulasi, yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai transaksi yang halal dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana transaksi jasa perjokian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. [9:  Ade Zuki Damanik, ‘Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah’, Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2.3 (2024), pp. 434–41, doi:10.55606/eksekusi.v2i3.1335.] 

Di sisi lain, hukum perdata sebagai salah satu pilar hukum positif di Indonesia juga memberikan dasar hukum dalam mengatur transaksi jual beli, termasuk jual beli jasa. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan untuk bertindak, objek yang halal, dan sebab yang halal.[footnoteRef:10] [10:  Gumanti Retna, ‘SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak’, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5 (2020), p. 1.] 

Hukum positif di Indonesia juga mengatur perilaku individu dalam bidang pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 60 mengatur bahwa setiap peserta didik wajib mematuhi norma dan etika akademik, serta dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain selama proses pembelajaran.[footnoteRef:11] [11:  Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi’, Sekretariat Negara, 2012.] 

Dalam hukum perdata, praktik jual beli jasa perjokian seringkali bertentangan dengan norma-norma yang mengatur perbuatan melanggar hukum, seperti penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum perdata mengatur perjokian sebagai suatu transaksi jasa, serta apakah transaksi tersebut dapat dianggap sah atau batal menurut hukum.[footnoteRef:12] [12:  Syaifudin and Al-Asror.] 

Berangkat dari hasil peneliti sebelumnya dan persoalan yang telah peneliti paparkan diatas, maka penelitan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sudut pandang hukum ekonomi syariah serta hukum perdata terkait dengan praktik jual beli jasa perjokian di Perguruan Tinggi. Dengan mengkaji berbagai literatur yang ada dan menyelaraskan teori-teori ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip hukum perdata, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum dan ekonomi dari praktik jual beli jasa perjokian. Serta, bagaimana praktik tersebut dapat diatur dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.
Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan di atas, maka kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research). Data-data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data yang berbentuk dokumen. Data tersebut dibagi menjadi dua; data primer yang merupakan objek utama dari kajian ini yaitu sudut pandang Hukum Positif Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta menurut sudut pandang dari segi Hukum Ekonomi Syari’ah-nya dalam menjawab Ijarah dalam perjokian karya tulis Ilmiah yang sedang marak terjadi pada perguruan Tinggi di Indonesia. Selanjutnya data sekunder yang menjadi pendukung adalah Al-Qur’an, artikel jurnal, buku, website online dan kajian-kajian hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah kerangka analisis sosiologi pengetahuan Karl Mennheim untuk mendapatkan korelasi antara hasil dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah dengan konteks sosial kontemporer.[footnoteRef:13] [13:  Hamka Hamka, ‘Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim’, Scolae: Journal of Pedagogy, 3.1 (2020), pp. 76–84, doi:10.56488/scolae.v3i1.64.] 

PEMBAHASAN
Ijarah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif 
Secara bahasa, al-Ijarah berarti "penggantian," sementara menurut syariah, al-Ijarah adalah jenis akad yang memberikan manfaat melalui imbalan atau penggantian.[footnoteRef:14] Dalam KUHPerdata, al-Ijarah dikenal sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan pembayaran harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.[footnoteRef:15] Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam perjanjian sewa-menyewa menurut KUHPerdata meliputi manfaat atau kenikmatan yang diperoleh, uang sebagai pembayaran, objek sewa, dan jangka waktu perjanjian. [14:  Puji Kurniawan, ‘Analisis Kontrak Ijarah’, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 4.2 (2018), pp. 201–13, doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388.]  [15:  Rio Ch. Rondonuwu2, ‘HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT PASAL 1548 KUHPERDATA’, Lex Crimen, 6.1 (2018), pp. 1–7 ] 

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa akad Ijarah adalah bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat, dengan imbalan tertentu. Dalam konteks Ijarah, disebut sebagai sewa-menyewa apabila objek yang disewa berupa barang, sedangkan jika objeknya adalah manfaat dari suatu perbuatan, disebut sebagai upah-mengupah. Ijarah terjadi karena adanya kebutuhan untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang tidak dapat diperoleh melalui kepemilikan, karena memanfaatkan objek tertentu tidak selalu memerlukan pemindahan hak kepemilikan.[footnoteRef:16] [16:  Kurniawan.] 

Landasan hukum Ijarah dapat dirujuk pada fatwa DSNMUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.[footnoteRef:17] Dasar hukum mengenai sewa menyewa didalam hukum islam terdapat dalam surah Al-baqarah ayat 233: [17:  Kurniawan.] 

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ
[bookmark: _gwol9zsomee7]Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:233).[footnoteRef:18] [18:  ‘Quran.Nu.Online/Al Baqarah’.] 

[bookmark: _4i8plgk4doh8]Secara hukum, sebuah perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan agar perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan hukum yang sah. Salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan adalah kemampuan kedua belah pihak untuk bertindak secara hukum, yakni kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi’i dan Imam Hambali juga menambahkan syarat lain, yaitu kedewasaan (baligh). Menurut sebagian ulama tersebut, tidak sah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa, meskipun orang tersebut telah mampu membedakan yang baik dan yang buruk.[footnoteRef:19] [19:  Kurniawan.] 

Rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: 
1. Mu’jir dan musta’jir: Pihak yang melakukan akad, yaitu pihak yang menyewa (mu’jir) dan pihak yang disewa (musta’jir). Kedua pihak tersebut harus memenuhi syarat, seperti baligh, berakal, cakap dalam mengelola harta, dan saling meridhai. Selain itu, pihak-pihak yang berakad juga harus mengetahui dengan jelas manfaat barang yang menjadi objek akad, untuk menghindari terjadinya perselisihan.
2. Sighat (Ijab dan Qabul): Terdapat ijab dan qabul antara mu’jir dan musta’jir, yaitu pernyataan tawaran dan penerimaan terkait sewa-menyewa atau upah-mengupah.
3. Ujrah: Jumlah imbalan atau harga sewa harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Barang yang disewakan atau pekerjaan dalam upah-mengupah harus memenuhi beberapa syarat:
a. Barang yang disewakan harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan.
b. Objek yang disewakan harus dapat diserahkan kepada penyewa, bersama dengan manfaat yang dijanjikan (khusus untuk sewa-menyewa).
c. Manfaat yang diperoleh dari barang yang disewakan haruslah sesuatu yang mubah (diperbolehkan) menurut syara' dan bukan sesuatu yang diharamkan.
d. [bookmark: _vjahe2cite8a]Barang yang disewakan harus memiliki kekekalan (zatnya) hingga waktu yang telah disepakati dalam akad.[footnoteRef:20] [20:  Mawar Jannati Al Fasiri, ‘Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah’, Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 2.2 (2021), p. 236, doi:10.47453/ecopreneur.v2i2.446.] 

Syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut:
1. Kedua pihak yang melakukan akad harus dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. [bookmark: _y04fed2wotap]Kedua belah pihak harus memahami dengan jelas manfaat yang akan diperoleh dari akad tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa barang yang akan disewakan atau jasa yang akan diberikan, serta mengetahui durasi waktu yang terlibat dalam perjanjian tersebut.[footnoteRef:21] [21:  Al Fasiri.] 

Sahnya perjanjian sewa-menyewa, haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: 
1. Kedua belah pihak harus dengan sukarela setuju untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa.
2. Objek yang disewakan harus jelas dan merupakan milik pihak yang menyewakan.
3. Objek yang disewakan harus digunakan sesuai dengan tujuan atau kegunaannya.
4. Objek yang disewakan dapat diserahkan.
5. Manfaat dari objek tersebut harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama (halal).
6. [bookmark: _1zhw5aiebonv]Harus ada kejelasan mengenai jangka waktu sewa dan jumlah harga sewa yang disepakati untuk barang tersebut.[footnoteRef:22] [22:  Kurniawan.] 

Dapat dipahami bahwa hukum ijarah dapat dikatakan sah apabila terdapat ijab dan qabul antara mu’jir dan musta’jir, yaitu pernyataan tawaran dan penerimaan terkait sewa-menyewa atau upah-mengupah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan antara kedua belha pihak utamanya pengguna jasa (customer).[footnoteRef:23] [23:  Muhammad Abrori Siti WIlda Atiko, Adeliatus Zahro, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon’, AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2.1 (2024), pp. 26–33, doi:10.47498/maqasidi.vi.1788.] 

Pengertian Karya Tulis Ilmiah 
Secara umum, karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai sebuah tulisan yang menggunakan bahasa ilmiah dan membahas suatu permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Arifin, karya tulis ilmiah adalah produk yang disusun untuk menyelesaikan masalah dengan landasan teori dan metode ilmiah. Karya ini memuat data, fakta, serta solusi terhadap masalah yang dibahas, dan disusun secara terstruktur dan sistematis.[footnoteRef:24] [24:  Mina Syanti Lubis, Anni Rahimah, and Ilham Sahdi Lubis, Kemampuan Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, Berkah Prima, 2019.] 

Di perguruan tinggi, terdapat berbagai jenis karya tulis ilmiah yang umum disusun oleh mahasiswa, antara lain makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan kertas kerja. Makalah adalah bentuk karya tulis ilmiah yang paling sederhana, yang menyajikan analisis terhadap suatu permasalahan berdasarkan data empiris dan sering digunakan untuk tugas kuliah. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang lebih mendalam daripada makalah, biasanya disusun untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana (S1) dan harus didasarkan pada penelitian asli. Tesis ditulis oleh mahasiswa program pascasarjana (S2), mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian yang lebih kompleks dan menghasilkan pengetahuan baru. Disertasi adalah karya tulis ilmiah tertinggi yang disusun oleh mahasiswa program doktor (S3), yang harus memuat temuan orisinal dan analisis mendalam terhadap suatu topik. Terakhir, kertas kerja mirip dengan makalah, tetapi lebih mendalam dalam analisisnya dan sering disajikan dalam seminar atau lokakarya.[footnoteRef:25] [25:  Syaifudin and Al-Asror.] 

Karya tulis ilmiah memiliki berbagai fungsi penting dalam konteks pendidikan tinggi. Pertama, menyampaikan pengetahuan, karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran kritis kepada pembaca. Kedua, karya tulis ilmiah juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena proses penulisannya mendorong mahasiswa untuk menganalisis dan berpikir secara kritis terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, karya ilmiah mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja, karena kemampuan menulis laporan atau dokumen formal sangat penting dalam dunia profesional, sehingga pengalaman menulis karya ilmiah menjadi bekal berharga. Terakhir, karya tulis ilmiah dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, dengan menyampaikan temuan baru atau perspektif berbeda terhadap suatu isu yang dapat memperkaya perkembangan ilmu tersebut.[footnoteRef:26] [26:  Lubis, Rahimah, and Lubis.] 

Analisis Hukum Ijarah dalam Jasa Perjokian Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah
Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan bidang studinya sebagai tugas akhir dalam pendidikan formal di perguruan tinggi. Menurut Pasal 1 angka (6) dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, karya ilmiah didefinisikan sebagai "hasil karya akademik yang dibuat oleh mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang disusun dalam bentuk tertulis, baik dalam format cetak maupun elektronik, yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan."[footnoteRef:27] [27:  Tutik Wijayanti and others, ‘Penguatan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dalam Pembuatan Karya Tulis Ilmiah’, Jurnal Abdimas, 25.2 (2021), pp. 103–11, doi:10.15294/abdimas.v25i2.32164.] 

Saat ini, perkembangan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan telah membawa berbagai perubahan dalam perilaku seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mudah dan efisien, termasuk di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak mahasiswa yang cenderung memilih cara instan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Persaingan antar individu juga menjadi faktor pendorong munculnya perilaku ini. Salah satu fenomena yang marak di kalangan mahasiswa adalah penggunaan jasa joki untuk menyelesaikan tugas, yang berakibat semakin banyaknya penyedia jasa joki yang kini dapat ditemukan di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya.[footnoteRef:28] [28:  Syaifudin and Al-Asror.] 

Penjelasan mengenai praktik jasa perjokian karya ilmiah pada dasarnya berkaitan erat dengan konsep ijarah. Ijarah adalah bentuk perjanjian sewa-menyewa, baik untuk barang maupun jasa. Selain itu, sewa-menyewa memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidup. Dalam perspektif Islam, sewa-menyewa tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk saling membantu antara pihak-pihak yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka  
Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ
Artinya: “Dan   jangan   tolong-menolong   dalam   berbuat   dosa   dan permusuhan.  Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah:2). [footnoteRef:29] [29:  ‘Quran.Nu.or.Id/Al-Maidah’ ] 

	
Penjelasan diatas menggarisbawahi semangat saling membantu, yang juga ditegaskan dalam Surat al-Maidah ayat 2 diatas. Ayat ini menekankan bahwa tolong-menolong adalah unsur penting dalam mencapai kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran dalam ayat tersebut mengaitkan perilaku saling membantu dengan nilai-nilai kebajikan, yang berarti umat Islam didorong untuk saling mendukung dalam melakukan kebaikan dan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Melalui kerjasama dalam hal kebaikan, kedamaian di antara umat manusia dapat terwujud. Semangat hidup saling membantu merupakan kunci untuk menjalani kehidupan yang damai, di mana pun kita berada. Oleh karena itu, dalam Islam, penting untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak sejak usia dini.[footnoteRef:30] [30:  Syaifudin and Al-Asror.] 

Banyak mahasiswa yang masih menggunakan jasa penulisan karya ilmiah dengan berbagai alasan, seperti kesibukan di luar kampus, menghindari kesulitan, merasa tidak cocok dengan jurusan yang diambil, atau bahkan beranggapan bahwa hal ini merupakan bentuk kerja sama tim dan saling tolong-menolong. Namun, jika diteliti lebih lanjut, penggunaan jasa perjokian semacam ini sebenarnya melanggar etika akademik dan termasuk dalam praktik plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, ini juga melanggar hak cipta karena karya yang diserahkan adalah hasil klaim atas pekerjaan orang lain.[footnoteRef:31] [31:  Syaifudin and Al-Asror.] 

Jika kita meninjau akad yang digunakan dalam praktik jasa perjokian ini, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai akad ijarah. Ijarah adalah suatu proses pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati. Praktik jasa perjokian untuk karya ilmiah dapat dianggap sebagai bentuk ijarah amal, di mana perjanjian tersebut melibatkan penyewaan jasa yang berkaitan dengan keahlian atau layanan seseorang dengan imbalan tertentu. Adapun rukun dari ijarah terdiri dari empat hal, yaitu:
1. Pihak-pihak yang berakad,
2. Ijab kabul (pernyataan kesepakatan),
3. Upah (imbalan yang disepakati), dan;
4. Manfaat, yang harus sah dan tidak dilarang menurut hukum.[footnoteRef:32] [32:  Kurniawan.] 

Meskipun definisi dan syarat-syarat rukun ijarah bisa saja sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa joki, namun perjanjian tersebut pada kenyataannya sering kali digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti pemerasan, yang mengarah pada pelanggaran hukum. Banyak ahli berpendapat bahwa ada unsur yang menyebabkan tindakan ini tidak sah, karena praktik joki melibatkan kecurangan dan penipuan dalam konteks akademik. Dilihat dari sudut pandang kejujuran, praktik perjokian dalam penulisan karya ilmiah jelas bukan perilaku yang terpuji. Sebab, tugas ilmiah adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap individu secara pribadi dan bertanggung jawab.
Kecurangan atau penipuan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul ide-ide bisnis baru yang lebih kreatif, termasuk layanan joki yang bisa dilakukan secara online maupun tatap muka. Dulu, praktik joki lebih sering dikenal melalui promosi dari mulut ke mulut, namun kini telah tersebar ribuan akun penyedia jasa joki di berbagai platform media sosial. Fenomena ini mirip dengan simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak yang terlibat saling mendapatkan keuntungan maka dari itu kecurangan ditegaskan dalam al-Qur’an Al-muthaffifin 83:1-3, yang artinya: “Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang  Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi”.[footnoteRef:33] [33:  Zulhasari Mustafa2 Annisa M1*, ‘Fenomena Praktik Joki Skripsi Pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 6.2 (2019),. ] 

Sebaliknya, jika mereka mengukur atau menimbang untuk orang lain, mereka akan mengurangi takaran tersebut. Berdasarkan dalil di atas, jelas bahwa kecurangan dilarang dalam ajaran Islam. Namun, saat ini, tindakan curang di berbagai kalangan sering dianggap sebagai kebiasaan atau kecenderungan yang seolah-olah bukan lagi dianggap sebagai perbuatan dosa.[footnoteRef:34] [34:  Annisa M1*.] 

Istilah "perjokian" tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam KUHP, perbuatan perjokian memiliki kesamaan dengan beberapa tindakan yang tercantum dalam pasal-pasal tertentu. Penulis akan membahas mengenai tindakan hukum yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku perjokian, khususnya terkait dengan perjokian tugas oleh mahasiswa.
Jasa perjokian dapat dianggap sebagai bentuk penipuan. Tindak pidana penipuan mencakup serangkaian perbuatan yang ditujukan untuk merugikan harta benda, di mana pelaku menggunakan tindakan yang bersifat menipu atau tipu muslihat untuk mencapai tujuannya.[footnoteRef:35] Pasal 378 KUHP, mengatur Penipuan sebagai “tindakan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslıhat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Dalam hal ini, mahasiswa telah melakukan tindakan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, berupa serangkaian kebohongan untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. [35:  Tamboto Kevin Julio, ‘Pengaturan Dan Praktik Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)’, Lex Et Societatis, Vol. VI.7 (2018), pp. 66–73.] 

Dalam Pasal 263, disebutkan bahwa seseorang yang mengerjakan karya ilmiah orang lain dapat dianggap telah memalsukan identitas, yaitu melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain. Rendahnya kesadaran mahasiswa dalam mengerjakan karya ilmiah menjadikan pelanggaran ini lebih dari sekadar masalah nilai kejujuran, tetapi juga terkait dengan pembuatan karya ilmiah oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam karya tersebut. Hal ini merupakan bentuk pengelabuan identitas yang jelas melanggar aturan. Terlebih lagi, mahasiswa yang seharusnya dipandang sebagai ilmuwan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, jika tidak menanamkan nilai-nilai integritas tersebut, maka ia bukanlah seorang intelektual yang berintegritas, karena ia telah membohongi diri sendiri dan orang lain.[footnoteRef:36]  [36:  Geovan Valentino Kaligis, ‘Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP’, Lex Privatum, 9.4 (2021), pp. 175–82 ] 

Karya ilmiah yang dihasilkan melalui jasa joki pada dasarnya adalah karya yang ide, gagasan, dan pemikirannya berasal dari orang lain, bukan hasil pemikiran atau penelitian asli dari penulis yang tertera pada karya tersebut tetapi pada pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta, yang dibuat berdasarkan jokı karya ilmiah menyatakan "Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak". Menurut ketentuan ini, pihak yang memesan karya tulis dianggap sebagai pencipta, kecuali jika ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, dalam kasus joki karya ilmiah, joki tersebut dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan. [footnoteRef:37] [37:  Disemadi and Kang.] 

Dengan adanya peraturan tersebut, pelaku atau mahasiswa yang terlibat dalam praktik perjokian karya ilmiah tidak dapat dibenarkan secara hukum. Mengenai pengaturan hak cipta terhadap pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi, hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta, terkait dengan plagiarisme. Hal ini terjadi karena dalam menyelesaikan tugas ilmiah yang dipesan, joki biasanya melakukannya dengan cepat dan dalam waktu singkat, yang berpotensi besar mengarah pada tindakan plagiasi dalam proses penyelesaiannya.[footnoteRef:38] [38:  Disemadi and Kang.] 

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa perjokian dalam pembuatan karya tulis ilmiah di perguruan tinggi memiliki implikasi hukum baik dalam perspektif ekonomi syariah maupun hukum positif. Dari sudut pandang ekonomi syariah, jasa perjokian karya ilmiah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ijarah, yang mengatur sewa-menyewa atas manfaat barang atau jasa. Praktik ini berpotensi melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi, karena pihak yang mengerjakan karya ilmiah tidak sesuai dengan hakikat akad ijarah yang seharusnya dilakukan dengan jujur dan berdasarkan kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dalam konteks hukum positif, praktik jasa perjokian karya ilmiah berpotensi melanggar undang-undang Hak Cipta dan Plagiarisme. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan tugas ilmiah dapat dianggap terlibat dalam tindakan plagiasi, yang melanggar etika akademik serta hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, meskipun praktik jasa perjokian karya ilmiah dianggap sebagai solusi instan bagi sebagian mahasiswa, dalam jangka panjang hal ini dapat merugikan integritas akademik dan merusak nilai-nilai kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Penting bagi semua pihak, baik mahasiswa, dosen, maupun pihak perguruan tinggi, untuk memahami dampak hukum dari praktik ini dan berkomitmen untuk menjaga integritas serta kejujuran dalam penyusunan karya ilmiah, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku.
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